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LEGALITAS PERSIDANGAN ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID -19
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu dengan yang
lainnya sehingga menciptakan interaksi sosial diantara mereka. Menurut Young dan W. Mack
yang dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan, bahwa interaksi sosial merupakan kunci
dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan
bersama.! Interaksi sosial menurt Gillin merljpakan‘ hubungan-hubungan sosial yang
dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang-perorangan, antara kelompok-
kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.?
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai mahluk sosial yang hidup

bermasyarakat tidak bisa terlepas dari masalah hukum karena hukum itu sangat dibutuhkan di
tengah kehidupan masyarakat. Hukum sangat dibutuhkan ditengah-tengah kehidupan
masyarakat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat itu sendiri. Menurut Satjipto
Raharjo, bahwa hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan
antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum
menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, yaitu sebagai-berikut :

1. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang

menentukan hubungan antara orang dengan orang
2. Penyelesaian sengketa-sengketa
3. Menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi
perubahan-perubahan sosial.?

Hukum itu sendiri adalah merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang

dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan,

1 W. Mack dalam Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2007, hal.54.

2 Gillin dalam Soerjono Soekanto Ibid., hal.55.

* Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, Kompas Media
Nusantara, Jakarta, 2009, hal.19



mencegah terjadinya kekacauan. Menurut Achmad Ali memberikan pengertian hukum adalah

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan
apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam
kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri
maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam
masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai
satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan
memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang
sifatnya eksternal.”™*
Negara Indonesia adalah Negara Hukum hal tersebut diatur dalam pasal 1
ayat (3) Undang,-UndangRasar> Negara "Republik -Indonesia Tahun 1945,
penegasan isi konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam
kemasyarakatan, Kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.
Hubungan manusia dengan manusia juga diatur oleh hukum, setiap orang yang
melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai aturan hukum pidana. Dalam
pelaksanaanya sebelum dijatuhi’ hukuman atau vonis orang yang diduga
melakukan tindak pidana akan diadili di pengadilan. Dalam proses persidangan
didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku seperti: “Pemeriksaan diakukan
secara langsung dan lisan, terdakwa wajib-hadir pada saat persidangan dan
sebagainya. Tahap-tahap dantata cara/persidangan perkara-pidana di pengadilan
negeri secara umum di atur dalam KUHAP (Undang- Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum AcaraPidana)”.
Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan
ahli dalam “criminal justice system” di amerika serikat hal ini di latarbelakangi dengan
ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegak

hukum. Mardjono reskodiputro menulis bahwa proses peradilan pidana merupakan suatu

rangkaian kesatuan (continum) yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur,

* Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 11.



mulai dari penyelidikan, pengangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan,
diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat.’

Sementara itu, Barda Nawawi Arif mengartikan sistem peradilan pidana sebagai
suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan pidana itu
sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, lanjut
Barda Nawawi Arief, Perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana in
abstracto yang diwujudkan ke dalam penegakan hukumin concrecto.’

Penggunaan sarana teleconference d| dalam persndangan di Indonesia sebenarnya
bukan merupakan hal yang mutlak baru Sebelum adanya wabah Covid-19 ini,
persidangan secara daring sudah pernah diselenggarakan, sehingga persidangan
perkara pidana secara elektronik yang dilaksanakan saat ini bukan lah semata
mata merupakan suatu hal atau terobosan baru. Pada tahun 2002 silam, dalam
dunia peradilan terdapat sejarah; berupa dilaksanakannya sidaang peradilan
mengenai perkara pidana dengan’ agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan
dari jarak jauh secara online atau teleconference, yakni pada kasus Kkorupsi
Buloggate. Dalam sidang peradilan ini diadili terdakwa yakni Rahardi Ramelan,
dengan saksi yang dihadirkan adalah B.J. Habibie dari Hamburg, Jerman yang
dilaksanakan secara teleconference melalui televisi *Swasta Nasional. Apabila
mengacu pada caraberpikir formal legalistik, teleconference memang tampak tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki
kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang. Namun, Majelis Hakim pada saat itu juga
menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yang mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk

®> Mardojono reksodiputro, Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, Pusat
pelayanan keadilan dan pengabdian hukum (Jakarta: lembaga kriminologi Ul, 1994), hal. 93.

® Barda nawawi arief, Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumin, 1982), hal.
197.



menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana,
aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif.’

Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik tentu belum dapat digunakan sebagai solusi yang paling tepat
untuk menghadapi masalah yang saat ini sedang berkembang karenaperaturan tersebut masih
terbatas bagi jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara.

Demi mengatasi hal tersebut dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun‘ 2020 Tenténg Pedomén Pelaksanaan TugasSelama Masa
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya serta
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahum 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan
Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan inovasi sekaligus komitmen oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan
Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum
acara di kala pandemi Covid- 19. Hal ini ditanggapi pula di lingkungan kejaksaan, yang
mana kejaksaan mengeluarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:
B009/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal-Optimalisasi Pelaksanaan Tugas,
Fungsi dan Kewenangan ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-109.

Di lain pihak Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan Surat Edaran
Menkumham no. M.HH.PK.01.01.01-03 tertanggal 24 Maret 2020. Akhirnya, pada tanggal
13 April 2020 secara ketiga lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung. Namun disaat

sekarang (masa pandemi Covid 19) menyebabkan persidangan tidak dapat

" Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan
Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi),” Jurnal Pembangunan
Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor3, Tahun 2020, hal. 295-296.



dilaksanaakan secara langsung namun dengan cara persidangan perkara pidana
secara elektronik (online). Seperti yang kita ketahui Dunia sedang
menghadapi virus Corona atau juga disebut dengan COVID-19 yang merupakan
penyebab penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit lebih parah seperti
sindrom pernapasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernapasan akut parah (SARS-
CoV) yang dapat menyebabkan kematian. Badan Nasional Penanggulangan
Bencana(BNPB) memutuskan memperpanjang status keadaan tertentu darurat wabah

bencana penyakit akibat virus Corona di-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
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BNPB Nomor 13. A Tahun 2020.

Kebijakan yang diambil oleh Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung,
Kementerian Hukum dan Hak dan Asasi Masusia, dan Komisi Pemberantasan
Korupsi khususnya mengenai pelaksanaan proses peradilan sangatlah tepat akan
tetapi bukan berarti dalam p‘elaksanaannya tidak timbul permasalahan.
Permasalahan yang paling sederhana yang salah satu contoh saja misalkan saksi yang
seharusnya dipanggil untuk dihadirkan tidak bisa hadir karena merasa takut untuk
datang ke pengadilan atau tempat ditentukan ia bersaksi-(Rutan/Kejaksaan/KPK)
dikarenakan takut terkena penyakit Corona. Salah satu esensi pokok dalam
pelaksanaan sidang rhelalui' teleéohféréncé dengan kondisi v|voandemic corona ini
apakah bisa disebut menyampingkan asas dalam hal hukum pidana dan
mengesampingkan asas peradilan Hukum pidana, sehingga proses pelaksanaannya
diberikan keringanan penegak hukum sebagaimana Mahkamah Agung mengajak
untuk menerapkan asas Solus Populi Suprema Lex Esto yakni Keselamatan
Rakyat adalah Hukum Tertinggi.

Perkembangan ke arah virtual dalam persidanganbila dilihat secara sosiologis

merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19,



atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi,
Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan
penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan
dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu
oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul
dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-
Undang, namun secaraempiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.

Dalam sebuah situasi yang ‘“eksepsional” seperti wabah penyakit (pandemic)
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Corona ini tentunya menjabli‘éébuah broblemalni‘iyl‘(é p.'é{nérkéipan asas legalitas tersebut.
Hukum acara pidana yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana yang terdiri dari 286 Pasal tidak mengatur mengenai bagaimana
proses peradilan pidana dalam situasi pandemi. Dalam hal ini asas yang selalu
melekat dan menjadi dasar Mahkamah Agung terkait dengan mekanisme persidangan
online adalah asas salus populi suprema lex esto yang artinya adalah keselamatan
rakyat adalah hukum tertinggi yang tentu untuk mencari keadilan dan hal ini juga
berpengaruh para penegak hukum. Karena adanya asas tersebut maka keluarlah
surat edaran Mahkamah Agung ini untuk mengisi kekosongan hukum dan tetap
menegakkan hak- hak dari "tersa'ngka‘i. .Sed'angkan yang‘diat»u..f dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana yang
tetap dilakukan khusus untuk terdakwa yang ditahan dan penahannya tdak dapat
diperpanjang lagi. Poin- poin yang tertuang dalam surat edaran tersebut di
antaranya adalah meliputi: (1) Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan
(terutama perkara dengan terdakwa status penahanan rutan) serta tidak dimungkinkan
lagi untuk dilakukannya perpanjangan penahanan, (2) mengupayakan pelaksanaan

sidang secara daring melalui siaran video atau lebih sering disebut sebagai



teleconference/live streaming yang dalam pelaksanaan proses persidangan tersebut
dikoordinasikan bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas,
(3) dilakukan penundaan persidangan bagi perkara pidana yang memungkinkan masa
penahannnya dilakukan perpanjangan, begitu pula dengan pelaksanaan tahap Il bagi
perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas waktu
penahanan dengan memerhatikan mengenai masa tanggap darurat pada nasa
Covid-19 di wilayah persidangan masing-masing.

Sebelum adanya wabah Covid-19 i.ni, persidangansecara daring sudah pernah
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diselenggarakan, sehinggé 'ﬁérhsi.déhga‘n peri{arla it)"id:étﬁa secara elektronik yang
dilaksanakan saat ini bukan lah semata mata merupakan suatu hal atau terobosan
baru. Pada tahun 2002 silam, dalam dunia peradilan terdapat sejarah berupa
dilaksanakannya sidaang peradilan mengenai perkara pidana dengan agenda
pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara online atau
teleconference, yakni pada kasus korupsi Buloggate. Dalam sidang peradilan ini
diadili terdakwa yakni Rahardi Ramelan, dengan saksi yang dihadirkan adalah B.J.
Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara teleconference melalui
televisi Swasta Nasional.

Untuk mempe‘rkuat 'payuhQ }hl‘Jkur'n persidangan berkara pidana secara
elektronik, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara
Pidana di Pengadilan SecaraElektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini
mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana
dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online).

Sejak merebaknya wabah Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) pada awal tahun

2020 di Indonesia seolah telah membuat lumpuhnya kegiatan masyarakat di berbagai sektor,



mulai dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan hukum sekalipun. Pandemi Covid-19
membuat kegiatan apapun serba terbatasi, karena pemerintah menerapkan standar tinggi
protokol kesehatan seperti memakai masker, social / physical distancing atau menjaga jarak,
dan tidak berkerumun demi menjaga keselamatan masyarakat dan meminimalisir penyebaran
Covid-19 ini.

Di bidang hukum sendiri, penyebaran Covid-19 yang masif terjadi mempengaruhi
berjalannya proses penegakan hukum. Salah satunya adalah aktivitas persidangan, yang tak
luput dari timbulnya dilema akibat pandemi-Covid-19. Aktivitas persidangan yang paling
terdampak permasalahannya-akibét pvandemf Covid-19, yaitu pada persidangan perkara
pidana.

Dengan alasan masa tahanan yang terbatas, menjadi dasar bagi Mahkamah Agung
(MA) untuk menetapkan persidangan online dengan berdasar pada Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 tahun 2019 tentangTata Cara Persidangan Secara Elektronik. Bahkan
Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease
(Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
(SEMA No. 1 Tahun 2020). SEMA No. 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan
SEMA No. 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA No. 3 Tahun 2020. Peraturan
tersebut mengatur hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan
bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (work from home/WFH). WFH tersebut termasuk
pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik
melalui teleconference.

Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya
sebuah MoU (Memorandum of Understanding) kesepakatan antara pihak Mahkamah

Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal



ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disahkan tanggal 13 April 2020 No. 402 /DJU
/KM.01.1/4/ 2020; KEP-17/ E/Ejp/ 04/2020; PAS-08.HH.05.05.Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. MoU tersebut terkait kesepakatan
pelaksanaan persidangan selama masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai
dengan berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia.

Dalam MoU itu ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk menjalankan persidangan
perkara pidana secara online. Lebih jelasnya hal tersebut, juga sesuai instruksi Jaksa Agung
yaitu untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19 agar perkara pidana disidangkan
secara online. Instruksi terseb-ut.ter‘tuanvg dalarh Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-
049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas,
Fungsidan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19.

Dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2020 beserta perubahannya dan MoU antara MA,
Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM vyang menyepakati untuk
menyelenggarakan persidangan secara elektronik, maka persidangan secara elektronik telah
banyak dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Kejaksaan Agung mencatat, sejak 30 Maret
hingga 6 Juli 2020 ada sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum yang telah menjalani
persidangan secara elektronik. Sedangkan KPK tercatat telah menggelar persidangan secara
elektronik sebanyak 40 perkara. ®

Pelaksanaan persidangan virtual melalui sarana teleconference dipandang perlu
seiringdengan kebijakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang social
distancing dan phisyical distancing, guna menekan laju perkembangan Pandemi Covid-19.
Merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, persidangan online ini dapat
dikategorikan menjadi suatu bentuk terobosan hukum (rules breaking). Peraturan Mahkamah

Agung ini adalah peraturan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan bermartabat bagi
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Achmad Nasrudin Yahya, 09 Juli 2020, “Menyoal Payung Hukum Persidangan
Online”, Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431, diakses tanggal 09 Juli 2020.
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terdakwa, jaksa, advokat, dan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana.’ Hal ini ditujukan
agar tidak ada terjadi penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, rumah tahanan dan

juga untuk menekan angka penyebaran di Pengadilan.

Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan
Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini
mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam
lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online).

Upaya melaksanakan bersidangan online dimasa pandemi Covid-19 dianggap sebagai
langkah progresif dalam memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran
Covid-19. Hal ini perlu dilakukan, karena apabila persidangan tetap dilaksanakan dengan
pola langsung sebagaimana biasa, maka beresiko terdampak virus Covid-19, sedang bila
persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan
status yang belum jelas dari para hakim.*

Namun demikian bukan berati persidangan online yang digelar ini bukan tanpa
masalah dan catatan. Pertama. persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online
initidak diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sehingga akan menimbulkan - disharmonisasi hukum dan pada praktiknya terkesan
tergesa-gesa atau dipaksakan dan mengurangi bahkan mengesamping ketentuan hukum acara
tersebut. Disisi lain ada pihak yang belum bisa menggunakan teknologi informasi dan
ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu. Meski sudah ada nota kesepahaman
terkaitpenggunaan video conference perkara pidana, terutama untuk pemeriksaaan saksi,

namun ketersediaan perangkat elektronik di masing-masing instansi, posisi terdakwa, dan

® Rizky P.Karo, Peradilan Tindak Pidana Melalui Media Elektronik (Sidang Pidana Online) Saat
Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat: Tantangan Dan Rekomendasi, Jurnal Spektrum
Hukum, Volume 17, Nomor 2, 2020, hal. 45

' RR. Dewi Anggraeni, Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara
Elektronik, ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, VVolome 4, Nomor 1, 2020, hal. 7.



keberadaan pihak terkait (saksi) belum merata dan memadai. **

Pelaksanaan persidangan online ini berpotensi dapat mengganggu prinsip fair trial
(peradilan jujur dan adil), jika infrastruktur untuk mendukung peradilan online yang kurang
memadai dan juga potensial mengurangi keabsahan dalam proses pembuktian. Selain
ituantara hakim, jaksa, terdakwa, penasihat hukum dan saksi tidak dalam satu ruangan yang
sama. Potensi untuk terjadinya tekanan yang dilakukan dari berbagai pihak dari proses
persidangan ataupun pembuktian akan memungkinkan terjadi. Pada pasal 154 KUHAP
meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan.
Namun dari ketujuh ayat padé Pasél 154 KUHAP menegaskan bahwa Terdakwa sepatutnya
hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan
oleh Jaksa Penuntut Umum.”> KUHAP tidak memperbolehkan proses peradilan in absentia
dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat hal ini dapat di lihat pada Pasal 154
ayat (4) KUHAP.® Asas kehadiran terdakwa ini biasa dikenal dalam tindak pidana khusus
seperti pada tindak pidana korupsi dan‘tindak pidana ekonomi. Asas kehadiran terdakwa ini
memiliki sebutan lain yakni ius singular, ius speciale, atau bizonder strafrecht.** Selain itu
Asas Kehadiran terdakwa ini berhubungan dengan Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung
dan Lisan."

Menjadi sangat rawan 'ketidakadilan apabila dihubungkan dengan ketentuan bahwa
hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

" Hamidah Abdurrachman, Legalitas Persidangan Online Dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia,Univeritas Bung Hatta, https://hukum.bunghatta.ac.id, diakses tanggal 15 Juli 2020.

12 pasal 152 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3 Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, Pengantar Hukum Acara Pidana di
Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2017, hal. 245.

" Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap SuratDakwaan,
Eksepsi,dan Putusan Pengadilan, Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti, hal. 2012, 16.

5 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 25.
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benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.'® Jika dalam
pelaksaan persidangan online ini mengalami kendala teknis maka dalam hal agenda
pembuktian pemeriksaan saksi dan/ atau ahli maupun keterangan terdakwa dan alat bukti
lainnya tidak dapat dilakukan secara maksimal. Belum lagi penasihat hukum tidak berada
berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam
tekanan/dusta sehingga mempengaruhi prinsip pengungkapan kebenaran materiil dalam
hukum pidana.

Oleh sebab itu, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam
dengan mengambil judul : “An'a'lis.is \v(uri‘dis ~L‘egalit'as .Persidangan Elektronik Di Masa
Pandemi Covid — 19 Dalam Perspektif Hukum Pidana ”.

A. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang disampaikan pada bagian latar belakang masalah, maka

penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis yuridis legalitas persidangan daring di masa pandemi covid — 19
dalam perspektif hukum pidana ?

2. Bagaimanakah penerapan hukum acara pada persidangan online dalam perkarapidana
di Indonesia di tinjau dari prinsip keadilan ?

B. Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin penulis capai dalam melakukan penelitian hukum ini adalah sebagai

berikut :

1.  Untuk mengetahui analisis yuridis legalitas persidangan daring di masa pandemi covid
— 19 dalam perspektif hukum pidana.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum acara pada persidangan online dalam perkara

pidana di Indonesia di tinjau dari prinsip keadilan.

'® pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



C. Manfaat Penulisan

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis

maupun secara praktis sebagai berikut :

1.

Manfaat Teoritis

a.

Memberikan sumbang pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu hukum
khususnya dalam bidang Hukum Pidana maupun Perdata tentang legalitas

persidangan daring di masa pandemi covid — 19 dalam perspektif hukum pidana.

. Diharapkan dapat melengkapi penjelasan dan/atau tulisan ilmiah yang telah ada

mengetahui mekanisme penerapan hukum acara pada persidangan online

dalam perkarapidana maupun perdata di Indonesia.

Kegunaan Praktis

a.

Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi mahasiswa sebagai
khazanah ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana maupun Perdata
tentang legalitas persidangan daring di masa pandemi covid — 19 dalam

perspektif hukum pidana.

. Bagi masyarakat

Penelitian ini-dapat bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat untuk lebih
mengetahui penerapan hukum acara pada persidangan online dalam perkara

pidana maupun perdata di Indonesia.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis di Perpustakaan

Universitas Andalas, khususnya pada program studi Magister Kenotariatan bahwa penelitian

dengan judul <“Analisis Yuridis Legalitas Persidangan Elektronik Di Masa Pandemi

Covid — 19 Dalam Perspektif Hukum Pidana”. belum pernah dilakukan oleh peneliti



sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini menurut hemat penulis adalah asli, dan secara

akademis dapat dipertanggung jawabkan. Namun ada beberapa jurnal mengenai pelaksanaan

persidangan secara daring yaitu :

1. Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid
19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang, Jurnal hukum Neisa Angrum Adisti,
Nashriana, Isma Nurilah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada
Masa Pandemi Covid-19 Di PengadilanNegeri Palembang, Tessa Wulandari, BP
02011381722470 Fakultas Hukum vUniveréitas Sriwijaya Palembang 2021.

E. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi,
dan proposisi yang di susun secara sistematis. Dalam landasan teori perlu dikemukakan
kerangka teori dan kerangka berpikir, Sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan
instrumen penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis
tentang teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil
penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi
tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti; melalui pendefinisian, dan uraian
yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan
prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.’

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang
mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu

terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum

7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, 2011,
hal. 54.



tertib (rechtsorde).

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan
yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak
boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga
adanya konsistensi dalam putusan hakim-antara putusan hakim yang satu dengan putusan
hakim lainnya untuk kasus ya-ng. ser‘upavyang teiah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian
hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai
“oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus
menjamin keadilan maupun hukum. harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang
adil terpaksa dikorbankan untuk yang‘berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian
hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum
undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang
bertentangan, undang-undang “itu-dibuat berdasarkan “rechtswerkelijkneid”  (kenyataan
hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan
berlain-lainan.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang
menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan
tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang
deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman

bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama



individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan
bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya
aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.*®

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu
sebagai berikut :*°

1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

2. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana
keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

3. Asas kemanfaatan hukurh (z‘wecvhmatigheid atau doelmatigheid atau utility.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan
hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum
Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa
“summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” Yyang artinya adalah hukum yang
keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun
keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling
substantif adalah keadilan. *°

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama,
adanya aturan yang bersifat umum-membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh
atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu

18 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158

9 Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com. (02/09/2021), diak
ses pada 24 September 2021

2% Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang
Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59
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dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap
individu.*

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan
pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai
sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain
hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar
menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum
dengan sifatnya yang hanya membuat suatu-aturan-hukum yang bersifat umum. Sifat umum
dari aturan-aturan hukum mérﬁbuktikén bahWa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan
keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.””

B. Teori Keadilan

Teori-teori  Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap
mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the
search for justice”. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil.
Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan
kemakmuran.”® Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam
bukunya nicomachean ethics dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya a theory of
justice dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and
state.

a. Teori Keadilan Aritoteles Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan

dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam

buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang,

?! Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal
23.

22 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung
Agung, Jakarta, 2002, hal. 82-83

2 Carl Joachim Friedrich, “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
2004, hal. 24
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berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat
hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.
Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi
bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak
proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang
sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara
dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi
haknya sesuai dengan kemampuan dan-prestasi yang telah dilakukanya.?*

Lebih ‘lanjut, keédiian fnenurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua
macam keadilan, keadilan ‘“distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan
distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut
pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang
tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar
menukar barang dan jasa.. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles
mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut
Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang
sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan
“pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah
distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku
dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai
degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

b. Teori Keadilan John Rawls Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh
Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperi A Theory of justice, Politcal

Liberalism, dan The Law of Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup

* L.J. Van Apeldoorn, “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, ,

Jakarta. 1996, hal. 11-12



besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.?® John Rawls yang dipandang sebagai
perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah
kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan
tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau
menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan.
Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls
mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan
sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position)
dan “selubung ketidaktéhuén” tveil ofi ignorancé). Pandangan Rawls memposisikan
adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat.
Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu
dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan
kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasli”
yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri
rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna
mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Sementara konsep
“selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang
dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan-keadaan tentang dirinya sendiri,
termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya
konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep
itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil
dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”. Dalam pandangan John Rawls
terhadap konsep “posisi asasli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama,

diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat

% Carl Joachim Friedrich Op Cit hal. 25



universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi
pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip
kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti kebebasan beragama (freedom
of religion), kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan
mengemukakan ekpresi (freedom of speech) sedangkan prinsip kedua dinyatakan
sebagai prinsip perbedaan (difference principle), yang menghipotesakan pada prinsip
persamaan kesempatan (equal oppotunity principle). Lebih lanjut John Rawls
menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan
yang berdimensi kerék;}atén hvaruslah>memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu,
pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling
luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali
kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang
bersifat timbal balik. Dengani demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya
struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat
hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan
orang-orang Yyang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus
diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap
kondisi ketimpangan' yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-
institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan
harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan
untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and
state, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil
apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga

dapat menemukan kebahagian didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan



yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-
aturan hukum yang mengakomodir nilai-nialai umum, namun tetap pemenuhan rasa
keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai
yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa
suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-
besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap
sebagai kebutuhan-kebufuhén yéng patui dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan
dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut
diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang
merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktorfaktor emosional dan
oleh sebab itu bersifat subjektif. Sebagai aliran posiitivisme Hans Kelsen mengakui
juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda
atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran
tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam
beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda
dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal
dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tentang konsep
keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran
dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan
dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen: “Dualisme
antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam
mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato.

Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung



karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang
pertama adalah dunia kasat mata yang dapa itangkap melalui indera yang disebut
realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.” Dua hal lagi konsep keadilan yang
dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan
yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan
yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya
menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan
tersebut dapat dicapai melaluisuatu tatatanan yang memuaskan salah satu
kepentingan dengan -méng‘orbavnkan képentingan yang lain atau dengan berusaha
mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. Kedua,
konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari
suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan”
bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar
diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan
pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan
dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang
memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum
(law unbrella) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan
derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang
dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.
2. Kerangka Konseptual
Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum
pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan

batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan



digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (legal concept) yaitu konsep konstruktif dan

sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.?

a. Analisis Yuridis adalah tinjauan suatu perbuatan atau analisa terhadap permasalahan
yang terjadi yang dilihat secara hukum dan dan akibatnya terhadap permasalahan
yang timbul.

b. Legalitas adalah landasan secara hukum yang menjadi rujukan dan penerapan hukum
yang berdasarkan hukum dan undang — undang.

C. Persidangan Daring yang -selanju.tnya Persidangan yang dilakukan dengan
mempergunakan akro'ni.rhy ‘aa{riv daiamA‘jvaringéri, .‘ yang terhubung melalui jaringan
komputer, internet dan lain sebagainya. Arti daring juga sering disamakan dengan
suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi, yang dihubungkan
melalui internet.

d. Pandemi Covid — 19 adalah! merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran
pernafasan. Tetapi strain covid-19 memiliki morbiditas dan mortalitas yang lebih
tinggi akibat adanya mutasi genetik dan kemungkinan transmisi inter-spesies.

e. Perspektif Hukum Pidana adalah pandangan keseluruhan dari peraturan-peraturan
yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana,
serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum doktrinal (normatif)

Penelitian hukum doktrinal dipakai untuk menemukan bahan-bahan hukum positif yang akan

digunakan untuk menjawab permasalahan yang membutuhkan dukungan dari bahan-bahan

ini.

26 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
hal.3.



2.  Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah sinkronisasi hukum menggunakan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Proses penelitian dijalankan dengan
pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan
konseptual adalah sebagai pembangunan model sehingga dapat membantu dalam penataan
masalah, mengidentifikasi faktor-faktor relevan, dan kemudian memberikan koneksi yang
membuatnya lebih mudah untuk memetakan bingkai masalahnya. Jika dipetakan dengan
benar, maka model konseptual dapat menjadi representasi yang benar dari fenomena yang
sedang dipelajari. Selain itu j-uga diguﬁakan péndekatan undang-undang (statute approach),
dan studi perbandingan hukum (comparatice approach).

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan mengkaji semua
undang-undang dan pengaturan yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang terjadi.
Dengan pendekatan ini berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan
dalam penelitian dilakukan penelitian yang mendalam sehingga diketahui maksud
diberlakukannya suatu peraturan dan suasana kebathinan yang berkembang pada saat itu,
serta arah politik hukum dalam implementasinya.

3. Jenis dan Sumber Data
Sumber dan jenis data penelitian dalam disertasi-ini ‘adalah data primer dan aata
sekunder. Hal ini didasarkan pada jenis penelitian yang ditetapkan. Jenis dan sumber data
penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini.
a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama
yang diwujudkan berupa pandangan pemikiran, aspirasi, tindakan-tindakan,
peristiwa-peristiwva dan hubungan-hubungan hukum dan kata-kata.”’ Data

primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara Wawancara, dilakukan

2 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal.173.



secara langsung dengan responden yang terpilih untuk mendapatkan berbagai
informasi terkait dengan objek penelitian.
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka, yang

meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan
mengikat, yakni berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan objek penelitian.

2) Bahan hukum .sek‘undér, merUpakan sebagai bahan pendukung (suplemen)
sebagai penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah terdiri dari berbagai buku-buku,
makalah, laporan hasil penelitian, jurnal, mass media, internet (virtual) dan
lain sebagainya yang terkait secara langsung dengan objek penelitian.

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia.

4.  Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada-dikumpulkan oleh penulis dengan teknik sebagai berikut:
pertama, data kepustakaan dan dokumen. Data kepustakaan meliputi bahan-bahan
kepustakaan berupa bahan atau sumber primer.?® Bahan atau sumber primer ini terdiri dari
buku-buku, kertas kerja konferensi, lokakarya, seminar, dan simposium, laporan-laporan
penelitian, majalah, disertasi atau tesis, dan sebagainya yang erat kaitannya dengan objek
penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk

ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada. Data dokumen pemerintah terdiri dari

%8 soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta,

Rajawali, 1985, hal.34.



bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,”® diantaranya peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan, Rancangan Undang-Undang
(RUU), laporan resmi pemerintah, dan sebagainya sepanjang dianggap relevan dengan topik
yang diteliti. Teknik pengumpulan data juga mempergunakan penelitian virtual (virtually
research),* dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya
untuk memperoleh data sekunder yang didapatkan melalui situs di internet. Penelitian virtual
bermanfaat untuk melengkapi dan sekaligus menunjang penelitian kepustakaan (library
research). Kedua, data lapangan dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dengan
menggunakan teknik komun-ik'asi,‘31 yéitu mélalui kontak atau hubungan pribadi antara
pengumpul data dengan sumber data (responden) Teknik komunikasi dilakukan dengan
wawancara (interview) sebagai alat pengumpul data. Wawancara dilakukan dengan
menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu. Selain itu juga
dilakukan kegiatan observasi dan penyebaran angket. Data lapangan dapat menjadi data
primer diperolen melalui wawancara: populasi dibatasi secara profesional. Setelah data

diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis secara non-statistik.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode analisis
normatif kualitatif. Maksud dari normatif disini adalah bertitik tolak peraturan perundang-
undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan maksud dari kualitatif disini adalah

data yang berasal dari data sekunder. Untuk kepentingan ini, analisis dilakukan dengan tiga

29
30

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, 1985, hal. 52.
Cnossen, C, and Sith Veronica M, “Developing Legal Research Methodology to Meet the
Challenge of New Technologies”, sebagaimana dimuat dalam The Journal of Information Law and Technology
(JILT), Volume 2, 1997.

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajahmada University Press,
1995. hal. 110.



tahap, sebagai berikut. Dalam penelitian ini digunakan metode penalaran deduktif. Model

ini, dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik

kesimpulan.

Model analisis seperti ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahapan,

sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya dan benar-benar

data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika penulisannya sebagai

berikut :

BAB |

BAB |1

BAB Il1

BAB IV

PENDAHULUAN

Dalam bab ini disampaikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual,
metode penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan tesis.
TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini disampaikan tentang tinjauan hukum tentang Aspek Yuridis
yang uraiannya meliputi Legalitas Persidangan Daring, Wewenang Mengadili
Persidangan Daring, Mekanisme Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid
- 19,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disampaikan uraian tentang “Analisis Yuridis Legalitas
Persidangan Elektronik Di Masa Pandemi Covid — 19 Dalam Perspektif
Hukum Pidana .

PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup yang menyampaikan tentang kesimpulan
hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan

hasil penelitian tersebut.
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